
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset
daerah agar lebih reprensif, adaptif dan tepat sasaran,
perlu dibentuk Tim Gerak Cepat Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimala
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Gerak Cepat
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi
Papua Tengah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2I tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Menetapkan
KESATU

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daera-h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahwn 2O2O
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambalaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedomal Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547), sebagaima telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tettang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
3s2);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
t78t);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tal:lun 2O2l
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Gerak Cepat Pengelolaam Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiral Keputusan ini.
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KEDUA

KRTICA

KEEMPAT
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Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berfungsi:
a. sebagai katalisator dalam menuntaskan persoalan

yang sering timbul, terkait dengan aset-aset yang
tidak dimanfaatkan secara optimal, maupun dalam
upaya penyelamatan aset yang masih belum terkelola
dengan baik.

b. mempercepat proses penataan dan optimalisasi
pemanfaatan barang secara professional dan
berkelanjutan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nabire
pada tanggallO Oktober 2O24

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

RIBKA HALUK

HUKUM,
c

*

Pull
ANURUNC, SH., M.H.

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire:
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

tA

dengan aslinya

NrP 197606082002 |?LOO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
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SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GERAK CEPAT
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II.
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Ketua
Sekretaris
Angg<rta

PR

: Sekretaris Daerah
: Kabid Barang Milik Daerah pada BPPI(AD
: 1. Paia Sekretaris pada P€rangkat Dnerah
2.Ihsubbid. Pemanfaatan dan Penilaian BMD pada

BPPKAD
3.Kasubbid. Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan,

Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD pada
BPPI(qD

4. Pengurus Barang Perangkat Daerah
5. Andrianus A. Wondiwoy
6. Ance Dawapa, S.E.
7. Yeheskiel Mayor, S.STP.
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